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1.1. Latar Belakang.
Pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Pola ruang kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya dan dikembangkan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang  ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
Kebijakan dan strategi pola ruang untuk fun gsi budidaya di Kabupaten Badung meliputi kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya dan pengembangan kawasan strategis. Strategi pengembangan kawasan budidaya diantaranya pengembangan permukiman diarahkan mengikuti pola mengelompok untuk menghindari terjadinya perkembangan secara linier, serta dikaitkan dengan salah satu strategi pengembangan kawasan strategis Kabupaten Badung adalah mengantisipasi kecenderungan kawasan-kawasan cepat tumbuh yang memerlukan dukungan penataan ruang dalam mengalokasikan kegiatan serta fasilitas pendukungnya.
 Secara umum distribusi pusat-pusat permukiman di Kabupaten Badung terkonsentrasi di wilayah tengah yaitu di Kecamatan Mengwi dan wilayah selatan di Kecamatan Kuta Utara dan Kecamatan Kuta dengan pola permukiman masih bersifat tradisional maupun modern. Adapun pusat-pusat permukiman di Kabupaten Badung meliputi Kecamatan Kuta Selatan terpusat di Kelurahan Jimbaran, Benoa dan Desa Ungasan, untuk Kecamatan Kuta terpusat di Kelurahan Kuta, untuk Kecamatan Kuta Utara terpusat di Kelurahan Kerobokan dan Desa Tibubeneng. Sedangkan wilayah tengah meliputi Kecamatan Mengwi terpusat di Desa Mengwi, Desa Sembung-Desa Penarungan, Desa Munggu-Buduk, untuk Kecamatan Abiansemal terpusat di Desa Abiansemal, Desa Taman, Desa Darmasaba, Desa Angantaka dan Desa Blahkiuh, dan untuk Kecamatan Petang terpusat di Desa Petang dan Desa Pelaga. 
Sebaran lokasi permukiman/ perumahan terutama permukiman yang bersifat tradisional akan berkembang secara linier mengikuti ketersediaan prasarana transportasi jalan. Kondisi lingkungan permukiman/perumahan yang sehat dan nyaman sangat ditentukan oleh dukungan ketersediaaan prasarana dan sarana dasar permukiman seperti prsarana dan sarana transportasi berupa jalan dan jaringan pelayanan angkutan umum, tersedianya jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, jaringan air minum, jaringan irigasi, system pengelolaan sampah dan pengolahan air limbah. Perkembangan permukiman/ perumahan pada kawasan perdesaan maupun perkotaaan baik yang dikembangkan secara tradisional maupun secara modern oleh pengembang akan berkembang sesuai dengan ketersediaan prasarana dan sarana permukiman, mengikuti pemenuhan kebutuhan perumahan yang nyaman sehingga berkembang permukiman-permukiman elite serta adanya bangkitan/ pergerakan (aktivitas support) pada lokasi-lokasi strategis yang menumbuhkan permukiman baru di sekitarnya.
 Agar penataan pola ruang permukiman dapat diarahkan pengembangannya secara sinergi dan terpadu dengan Satuan Pembangunan Kota (SPK) yang selanjutnya diturunkan dalam Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) serta penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP). Terkait dengan hal tersebut diatas sebagai upaya penataan pola ruang kawasan permukiman di Kabupaten Badung maka dilaksanakan studi berupa Pemetaan dan Identifikasi Pola Ruang Permukiman di Kabupaten Badung, yang bermanfaat untuk pedoman dalam pengembangan permukiman serta penyiapan prasarana dan sarana pendukung kawasan permukiman.  

1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran.
1.2.1. Maksud.
Maksud kegiatan studi pemetaan dan identifikasi  pola ruang permukiman di Kabupaten Badung, adalah untuk mengidentifikasi kondisi eksisting, menginventarisasi serta memetakan pola ruang kawasan permukiman, arah perkembangan permukiman  di Kabupaten Badung pada saat ini, sehingga dapat diidentifikasi trend pertumbuhan permukiman yang dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang permukiman.
1.2.2. Tujuan.
1. Mengidentifikasi pola atau bentuk-bentuk pola ruang kawasan permukiman di Kabupaten Badung;
2. Memetakan sebaran dan kondisi kawasan perumahan/ permukiman termasuk kawasan kumuh;
3. Mengharmoniskan struktur ruang antara pusat permukiman tradisional yang berkembang secara sporadis, permukiman modern yang dikembangkan pengembang/ developer dan pusat permukiman semi tradisional;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang dalam penataannya didukung oleh kelengkapan data prasarana dan sarana dasar permukiman;
5. Menyiapkan data awal untuk penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKKP). 

1.2.3. Sasaran.
Tersedianya databased untuk perencanaan terkait dengan pola ruang permukiman, pertumbuhan serta arah pengembangan permukiman di Kabupaten Badung untuk menciptakan lingkungan dan kawasan permukiman yang sehat dan berkelanjutan.

1.3. Landasan Analisis.
a. Penyusunan Pemetaan dan Identifikasi Pola Ruang Permukiman di Kabupaten Badung, dengan Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaaan Hutan;
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lingkungan;
Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan;
Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lingkungan;
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029.
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 64 Tahun 1989 Tentang Penetapan Radius/Jarak Larangan Penebangan Pohon dan Pembukaan Lahan dan Mata Air,Tepi Jurang, Waduk/ Danau, Sungai dan Anak Sungai yang terletak di dalam Hutan Milik;
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 100 Tahun 1992 tentang Ketentuan Pemindahan Hak atas Tanah di Kawasan Pariwisata di Propinsi Dati I Bali;
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 33 Tahun 2003 tentang Prosedur dan Ketentuan-Ketentuan Pembangunan Tempat-Tempat Ibadah di Wilayah Propinsi Bali;
b. Buku kompilasi data wilayah perencanaan, yang dikumpulkan dan disusun berdasarkan ketentuan teknis yang telah ditetapkan.
c. Pengamatan lapangan pada saat pengumpulan data, ditambah dengan apresiasi lanjut, sehingga didapatkan gambaran konkrit tentang keadaan dan struktur wilayah perencanaan
d. Teori, preposisi, norma, dan ketentuan-ketentuan teknis perencanaan kota, sebagai perangkat lunak untuk melihat dan menilai serta menghubungkan variabel-variabel atas data yang telah dikumpulkan.

1.4. Ruang Lingkup.
1.4.1 Ruang Lingkup Materi.
Kegiatan Pemetaan dan Identifikasi Pola Ruang Permukiman di Kabupaten Badung, pada dasarnya adalah kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan SPK, SPPIP, RPKPP dan RP4D. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dasar penyusunan rencana operasional dari SPPIP dan RPKPP. Berkaitan dengan hal ini, maka ruang lingkup materi dari rangkaian kegiatan Pemetaan dan Identifikasi Pola Ruang Permukiman di Kabupaten Badung, tetap mengacu pada SPPIP dan RPKPP. Secara rinci, ruang lingkup materi dari rangkaian kegiatan Pemetaan dan Identifikasi Pola Ruang Permukiman di Kabupaten Badung, sebagai berikut:
1. Melakukan kaji ulang/review dan evaluasi terhadap berbagai produk rencana yang telah dimiliki pemerintah Kabupaten Badung diantaranya RTRW, RDTR, RPJM, RPIJM, SPK, dan RP4D untuk dioptimalkan dan disinergikan sesuai dengan karakteristik kabupaten yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu;
2. Melakukan kaji ulang, evaluasi dan analisa terhadap kontribusi dan kedudukan kawasan-kawasan permukiman dan tingkat pelayanannya dalam lingkup wilayah;
3. Melakukan identifikasi dan penetapan kawasan-kawasan permukiman dalam skala kewilayahan berdasarkan arahan rencana pengembangan dan pembangunan perumahan dan permukiman Daerah (RP4D) atau dokumen sejenis lainnya yang telah digunakan sebagai acuan pengembangan permukiman di daerah;
4. Melakukan survey primer dan sekunder untuk mendapatkan data dan informasi terkait permasalahan, kebijakan, strategi dan program pengembangan kawasan permukiman, serta data dan informasi pendukung analisa dan penyusunan Pemetaan dan Identifikasi Pola Ruang Permukiman;
5. Menyiapkan peta dasar dengan kedalaman informasi skala 1 : 5.000 yang akan digunakan sebagai peta dasar untuk melakukan identifikasi kebijakan dan strategi penanganan dan pengembangan kawasan sesuai rencana pengembangan permukiman, melakukan analisa serta menuangkan konsep dan trend perkembangan kawasan permukiman ke dalam bentuk spasial;
6. Identifikasi potensi, permasalahan, hambatan, dan tantangan pengembangan kawasan permukiman. Proses identifikasi ini dilakukan di atas peta dasar yang bersumber dari citra satelit dan atau foto udara;
7. Melakukan analisa pengembangan kawasan permukiman dengan komponen pengembangan kawasan, meliputi:
a. Sebaran dan trend perkembangan pola permukiman;
b. Kondisi lingkungan permukiman;
c. Struktur ruang kawasan permukiman;
d. Kelengkapan prasarana dan sarana dasar permukiman;
e. Trend perkembangan permukiman.

8. Melakukan kegiatan diskusi dan pembahasan sebagai berikut :
a. Pembahasan laporan pendahuluan;
b. Pembahasan laporan akhir sementara;

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah.
Kegiatan Pemetaan dan Identifikasi Pola Ruang Permukiman ini dilakukan pada lingkup wilayah Administrasi Kabupaten Badung, yang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 62 (enam puluh dua) Desa/ Kelurahan. 
Lebih jelasnya orientasi Kabupaten Badung terhadap Provinsi Bali dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini.

 [image: ]PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali, Telp. (0361) 411111, Fax (0361) 414969 Kode Pos 80351 

PEMETAAN DAN IDENTIFIKASI
POLA RUANG PERMUKIMAN DI KABUPATEN BADUNG

[image: D:\WALLPAPER\Free Hand\crk-26.jpg]				1 - 2
	
Gambar 1.1 	Orientasi Kabupaten Badung Terhadap Provinsi Bali
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1.5. Hasil Akhir/Keluaran.
Hasil akhir/keluaran yang ingin dicapai dalam Kegiatan Pemetaan dan Identifikasi Pola Ruang Permukiman di Kabupaten Bandung, yaitu:
1. Informasi Hasil Akhir.
a. Informasi Data Kependudukan;
b. Informasi Data Perumahan dan permukiman;
· Bentuk-bentuk pola ruang kawasan permukiman di Kabupaten Badung;
· Sebaran dan kondisi kawasan perumahan/permukiman termasuk kawasan kumuh;
· Mengharmoniskan struktur ruang antara pusat permukiman tradisional yang berkembang secara sporadis, permukiman modern yang dikembangkan pengembang/developer dan pusat permukiman semi tradisional;
c. Informasi Antara Kebutuhan Rumah dan Ketersediaan Lahan;
d. Kebutuhan prasarana dan sarana .
2. Arahan/ Rekomendasi,
a. Pengaturan Penggunaan Lahan;
b. Pengaturan Kebutuhan Ruang untuk Rumah;
c. Pengaturan Kebutuhan Sarana Prasarana;
d. Pemberian ijin Pendirian Bangunan. 
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